
I SALINAN I

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 243 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal144 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturaro Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
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c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pembinaan pengelolaan perpustakaan daerah dan
kearsipan daerah serta pemasyarakatan;

d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan perpustakaan
daerah dan kearsipan daerah internal dan eksternal pemerintah
daerah;

e. pelaksanaan bimbingan, monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
teknis pengelolaan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah
terhadap SKPO/UKPO dan/atau instansi pemerintah/swastal
masyarakat;

f. pelaksanaan pembinaan profesi terhadap tenaga teknis perpustakaan
daerah dan kearsipan daerah serta pejabat fungsional pustakawan
dan arsiparis;

g. pelaksanaan bimbingan pemantauan supervisi dan konsultasi teknis
pengelolaan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah;

h. pelaksanaan kegiatan pendataan, analisis, evaluasi dan rekomendasi
perpustakaan;

i. pelaksanaan kegiatan pembinaan peran masyarakat untuk
perpustakaan daerah dan kearsipan daerah;

j. pemberian rekomendasi akreditasi penyelenggaraan perpustakaan
dan kearsipan daerah; dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan.

Pasal 24

(1) Subbidang Pembinaan Perpustakaan merupakan Satuan Kerja Bidang
Pembinaan dan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan
perpustakaan.

(2) Subbidang Pembinaan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan.

(3) Subbidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pembinaan perpustakaan;

d. melaksanakan pembinaan pejabat fungsional pustakawan;

e. melaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber
daya perpustakaan;

g. menyusun standar Sumber Oaya Manusia (SOM) pengelola
perpustakaan;

h. menyediakan bahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
perpustakaan;

i. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
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j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan perpustakaan;

k. melaksanakan kegiatan pembinaan peran masyarakat untuk
perpustakaan;

I. pelaksanaan kegiatan pendataan, analisis, evaluasi dan rekomendasi
perpustakaan;

m. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
teknis pengelolaan perpustakaan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Pembinaan Perpustakaan.

Pasal 25

Pembinaan Kearsipan merupakan Satuan Kerja Bidang
dan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan

Subbidang
Pembinaan
kearsipan.

(2) Subbidang Pembinaan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan.

(1 )

(3) Subbidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pembinaan kearsipan;

d. melaksanakan pembinaan pejabat fungsional arsiparis;

e. melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber daya
manusia kearsipan;

g. memberikan bahan rekomendasi dan akreditasi penyelenggaraan
kearsipan;

h. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
teknis pengelolaan kearsipan, kecuali arsip dinarnis aktif;

i. rnelaksanaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan serta
penyeleksian tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan
kearsipan;

j. rnenyediakan bahan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
kearsipan;

k. rnenyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan;

I. rnenyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan kearsipan;

rn. melaksanakan kegiatan pernbinaan peran rnasyarakat dalam
kearsipan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Pembinaan Kearsipan.

Pasal 26

(1) Subbidang Pemasyarakatan merupakan Satuan i<erja Bidang Pembinaan
dan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemasyarakatan perpustakaan
dan kearsipan.
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(2) Subbidang Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan.

(3) Subbidang Pemasyarakatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan;

d. menghimpun, mengelola, menyusun, memelihara, menyajikan,
mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi perpustakaan
daerah dan kearsipan daerah sebagai bahan pemasyarakatan;

e. melaksanakan publikasi dan promosi kegiatan perpustakaan daerah
dan kearsipan daerah;

f. melaksanakan kegiatan pemasyarakatan perpustakaan daerah dan
kearsipan daerah melalui berbagai seleksi, penilaian dan stimulasi;

g. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan memfasilitasi
penyusunan kesepahaman dan kerja sama antar lembaga terkait
perpustakaan dan kearsipan;

h. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Pemasyarakatan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi

Pasal27

(1) Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi merupakan Unit Kerja lini
BPAD dalam pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan
urusan perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan sarana dan pra!3arana perpustakaan dan
kearsipan, serta pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi
perpustakaan dan kearsipan daerah.

(2) Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

Pasal28

(1) Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengernbangan perpustakaan
dan kearsipan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan prasarana dan sarana perpustakaan dan kearsipan serta
pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi
perpustakaan daerah dan kearsipan daerah.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengembangan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Pengembangan dan Sistem Informasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengembangan perpustakaan dan kearsipan, prasarana
dan sarana perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan sistem
informasi perpustakaan daerah dan kearsipan daerah;

d. penghimpunan, pengelolaan, penyusunan, pemeliharaan, penyajian,
pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi perpustakaan
daerah dan kearsipan daerah;

e. penyusunan standardisasi sarana dan prasarana perpustakaan dan
kearsipan;

f. penyusunan rancangan pedoman penyelenggaraan perpustakaan dan
kearsipan daerah;

g. pengembangan laboratorium sebagai pusat kajian, penelitian dan
pengembangan urusan perpustakaan dan kearsipan;

h. pelaksanaan penyusunan kajian dan penelitian, pengembangan
perpustakaan daerah dan kearsipan daerah;

i. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana urusan perpustakaan daerah dan urusan kearsipan daerah,

j. perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan pemanfaatan
sistem dan teknologi informasi komunikasi urusan perpustakaan dan
kearsipan daerah;

k. pelaksanaan bimbingan, konsultasi, pendampingan operasional sistem
informasi terhadap Unit Kerja BPAD dan anggota jaringan;

I. pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen
perpustakaan daerah dan kearsipan daerah dengan SKPD/UKPD
dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;

m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan teknologi informasi
komunikasi urusan perpustakaan dan kearsipan daerah; dan

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi.

Pasal 29

(1) Subbidang Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan
Satuan Kerja Bidang Pengembangan dan SI:;tem Informasi dalam
pelaksanaan pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah.

(2) Subbidang Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Sistem
Informasi.

(3) Subbidang Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pengembangan urusan
perpustakaan dan kearsipan daerah;

d. menghimpun, mengelola, menyusun, memelihara, menyajikan dan
memanfaatkan data dan informasi sebagai bahan pengkajian,
penelitian dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah;

e. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan
penyusunan kesepahaman dan kerja sama antar lembaga urusan
perpustakaan dan kearsipan;

f. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan
kesepahaman dan perjanjian kerja sama urusan perpustakaan dan
urusan kearsipan;

g. menyiapkan bahan, melaksanakan pengkajian, penelitian dan
pengembangan urusan perpustakaan daerah dan urusan kearsipan
daerah;

h. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan perpustakaan dan
kearsipan;

i. mengembangkan dan mengelola laboratorium perpustakaan dan
kearsipan;

j. merencanakan, menyiapan, menyusun dan mengusulkan konsep draft
regulasi dan peraturan perundang-undangan urusan perpustakaan
daerah dan kearsipan daerah;

k. menyiapkan alat instrument dan bahan analisis/evaluasi penelitan
untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait
kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan urusan
perpustakaan daerah dan urusan kearsipan daerah; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbidang Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal30

(1) Subbidang Sarana Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Satuan Kerja
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi dalam pelaksanaan
penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan
kearsipan daerah.

(2) Subbidang Sarana Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi.

(3) Subbidang Sarana Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengembangan dan Sistem Informas, sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan dan regulasi
penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan
perpustakaan dan kearsipan daerah;

teknis pelaksanaan
perawatan sarana
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d. merencanakan, membangun, menyediakan, mengelola, merawat dan
memelihara sarana dan prasarana urusan perpustakaan daerah dan
urusan kearsipan daerah;

e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait
dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana urusan perpustakaan daerah dan urusan kearsipan daerah;

f. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
anggaran Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi;

g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbidang Sarana Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal31

(1) Subbidang Sistem Informasi merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengembangan dan Sistem Informasi dalam pelaksanaan pengelolaan
sistem informasi perpustakaan dan kearsipan daerah.

(2) Subbidang Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi.

(3) Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pengelolaan sistem
informasi perpustakaan dan kearsipan daerah;

d. menghimpun, mengelola, menyusun, memelihara, menyajikan,
mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi dalam sistem
teknologi informasi perpustakaan dan kearsipan daerah;

e. menyusun rancang bangun, mengembangkan, mengelola dan
memelihara sistem dan teknologi informasi perpustakaan dan
kearsipan daerah;

f. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan operasional
sistem informasi pada seluruh Unit Kerja BPAD;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem dan teknologi informasi
perpustakaan dan kearsipan daerah;

h. membangun koordinasi, kemitraan dan jaringan teknologi informasi
dengan lembaga serta organisasi mitra yang menyelenggarakan
urusan perpustakaan daerah dan urusan kearsipan daerah;

i. melaksanakan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem
informasi perpustakaan dan kearsipan daerah dengan SKPD/UKPD
dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Sistem Informasi.
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Bagian Kedelapan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

KPA Kota

Pasal32

(1) KPA Kota merupakan Unit Kerja BPAD pada Kota Administrasi.

(2) KPA Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan
administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal33

(1) KPA Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan
daerah dan kearsipan daerah pada Iingkup wilayah Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA
Kota menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPA
Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kota;

c. pemasyarakatan perpustakaan dan arsip daerah lingkup Kota
Administrasi;

d. pembinaan teknis urusan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah
terhadap SKPD/UKPD, masyarakat, komunitas, sekolah di tingkat
Kota Administrasi;

e. pelaksanaan layanan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah
Iingkup Kota Administrasi;

f. pelaksanaan penyediaan bahan perpustakaan Kecamatan, perpustakaan
Kelurahan dan perpustakaan masyarakat;

g. penyeleksian dan pelaksanaan deposit perpustakaan;

h. pelaksanaan pelestarian, perawatan serta penyimpanan bahan
perpustakaan;

i. pelaksanaan asistensi dalam rangka penilaian, pemindahan dan
penyusunan arsip;

j. penyusunan naskah/buku, literature sekunder dan kemas ulang
informasi;

k. pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan;

I. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan
daerah dan kearsipan daerah pada lingkup Kota Administrasi;

m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang pada lingkup KPA
Kota;

n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja KPA Kota;

o. pengelolaan kearsipan KPA Kota;
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p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan KPA
Kota;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPA Kota;

r. pengoperasionalan sistem informasi perpustakaan daerah dan
kearsipan daerah; dan

s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
KPA Kota Administrasi.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPA
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, untuk teknis dan
administrasi disampaikan Kepala Kantor kepada Kepala Badan dan untuk
operasional disampaikan Kepala Kantor kepada Walikota.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

KPA Kota, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Subbidang Pelayanan Perpustakaan;

d. Subbidang Koleksi Perpustakaan;

e. Subbidang Kearsipan; dan

f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Kantor

Pasal 35

Kepala Kantor mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi KPA
Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepala Kantor; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
KPA Kota.

Paragraf 4

Subbagian Tata Usaha

Pasal36

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja KPA Kota dalam
pelaksanaan administrasi KPA Kota.
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(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
KPA Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran KPA Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengendalian, monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kota;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KPA
Kota;

e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
KPA Kota;

f. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja KPA Kota;

g. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
KPA Kota;

h. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan KPA Kota;

i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPA Kota;

j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
KPA Kota;

k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran KPA Kota;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja
dan akuntabilitas KPA Kota; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 5

Subbidang Pelayanan Perpustakaan

Pasal 37

(1) Subbidang Pelayanan Perpustakaan merupakan Satuan Kerja lini KPA
Kota dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan daerah dalam lingkup
Kota Administrasi .

(2) Subbidang Pelayanan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan beranggung jawab kepada
Kepala Kantor.

(3) Subbidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tunas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencar,a kerja dan anggaran
KPA Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
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b. melaksanakan rencana slralegis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kola sesuai dengan lingkup lugasnya;

c. menerima dan menilai bahan perpuslakaan;

d. melaksanakan promosi, publikasi dan sosialisasi perpuslakaan dan
pengembangan minat baca;

e. melaksanakan layanan perpuslakaan;

f. melaksanakan layanan perpustakaan keliling;

g. melaksanakan layanan paket bahan perpustakaan;

h. melaksanakan layanan informasi perpustakaan;

i. melaksanakan stock opname dan penyiangan bah an perpustakaan;

j. menyusun stalistik layanan perpustakaan;

k. melaksanakan bimbingan pemustaka dan kemitraan terhadap para
pemangku kepentingan;

I. memberikan pembinaan, penilaian dan asislensi pelayanan terhadap
semua jenis perpustakaan dan taman bacaan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbidang Pelayanan Perpuslakaan.

Paragraf 6

Subbidang Koleksi Perpustakaan

Pasal38

(1) Subbidang Koleksi Perpustakaan merupakan Satuan Kerja lini KPA Kota
dalam pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan pada
lingkup Kola Administrasi.

(2) Subbidang Koleksi Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor.

(3) Subbidang Koleksi Perpuslakaan mempunyai lugas :

tugas

koleksimemberikan pembinaan, penilaian dan asistensi pengolahan
terhadap semua jenis perpuslakaan dan taman bacaan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabl:all pelaksanaan
Subbidang Koleksi Perpustakaan.

i.

f.

a. menyusun bahan rencana stralegis dan rencana kerja dan anggaran
KPA Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kola sesuai dengan lingkup lugasnya;

c. menyusun naskah/buku Iiteralur sekunder dan kemas ulang informasi;

d. melaksanakan tukar-menukar koleksi dan menerima hibah bahan
perpustakaan;

e. menghimpun, menyeleksi, memverifikasi dala bibliografi;

mengadakan mengolah, merawat dan melestarikan bahan
perpustakaan;

g. melaksanakan alih media bahan perpustakaan;

h.
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Paragraf 7

Subbidang Kearsipan

Pasal 39

(1) Subbidang Kearsipan merupakan Satuan Kerja lini KPA Kota dalam
pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan
kearsipan pada lingkup Kota Administrasi.

(2) Subbidang Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbidang Kearsipan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
KPA Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengolahan, pelayanan dan konsultasi teknis kearsipan;

d. melaksanakan akuisisi dan penilaian arsip;

e. melakukan pembinaan dan asistensi kearsipan SKPD/UKPD,
organisasi sosial dan politik dan masyarakat pada lingkup Kota
Administrasi;

f. melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan
SKPD/UKPD, organisasi sosial dan politik dan masyarakat pada
lingkup Kota Administrasi;

g. melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip korban bencana alam;

h. melakukan peliputan dan wawancara sejarah pejabat dan tokoh
masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;

i. melaksanakan penggalian/penelusuran dan penyusunan naskah
sumber;

j. menerima, mengolah, menata, menyelamatkan dan mengamankan
arsip SKPD/UKPD, lembaga/organisasi pemerintah/swasta/masyarakat;

k. melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;

I. melaksanakan bimbingan teknis kearsipan, asistensi dalam rangka
penilaian, pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip dari
SKPD/UKPD dan masyarakat; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kearsipan.

Bagian Kesembilan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

KPA Kabupaten

Pasal40

(1) KPA Kabupaten merupakan Unit Kerja BPAD pada Kabupaten
Administrasi.
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(2) KPA Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis
dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan serta secara operaslonal berkedudukan dl bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal41

(1) KPA Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan
perpustakaan dan arsip daerah pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA
Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPA
Kabupaten;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kabupaten;

c. pemasyarakatan perpustakaan dan arsip daerah Iingkup Kabupaten
Administrasi;

d. pembinaan teknis urusan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah
terhadap SKPD/UKPD, masyarakat, komunitas, sekolah dl tingkat
Kabupaten Administrasi;

e. pelaksanaan layanan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah
Iingkup Kabupaten Administrasi;

f. pelaksanaan penyediaan bahan perpustakaan kecamatan,
perpustakaan kelurahan dan perpustakaan masyarakat;

g. penyeleksian dan pelaksanaan deposit perpustakaan;

h. pelaksanaan pelestarian, perawatan serta penyimpanan bahan
perpustakaan;

i. pelaksanaan asistensi dalam rangka penilaian, pemindahan dan
penyusunan arsip;

j. penyusunan naskah/buku literatur sekunder dan kemas ulang
informasi;

k. pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan;

I. penegakan peraturan perundang-undangan ,ji bidang perpustakaan
daerah dan kearsipan daerah pada lingkup Kabupaten Administrasl;

m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang pada lingkup KPA
Kabupaten;

n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja KPA Kabupaten;

o. pengelolaan kearsipan KPA Kabupaten;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan KPA
Kabupaten;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPA
Kabupaten;

r. pengoperasionalan sistem informasi perpustakaan daerah dan
kearsipan daerah; dan

s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
KPA Kabupaten Admlnistrasi.
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(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPA
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, untuk teknis dan
administrasi disampaikan Kepala Kantor kepada Kepala Badan dan untuk
operasional disampaikan Kepala Kantor kepada Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal42

KPA Kabupaten terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Subbidang Perpustakaan;

d. Subbidang Kearsipan; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Kantor

Pasal 43

Kepala Kantor mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi KPA
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Kepala Kantor; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
KPA Kabupaten.

Paragraf 4

Subbidang Tata Usaha

Pasal44

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf KPA Kabupaten
dalam pelaksanaan administrasi KPA Kabupaten.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
KPA Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. melaksanakan pengendalian, monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kabupaten;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KPA
Kabupaten;

e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KPA
Kabupaten;

f. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja KPA Kabupaten;

g. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
KPA Kabupaten;

h. melaksanakan pengelolaan ruang rapaUpertemuan KPA Kabupaten;

i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPA
Kabupaten;

j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
KPA Kabupaten;

k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran KPA Kabupaten;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja
dan akuntabilitas KPA Kabupaten; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha

Paragraf 5

Subbidang Perpustakaan

Pasal45

(1) Subbidang Perpustakaan merupakan Satuan Kerja lini KPA Kabupaten
dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan koleksi perpustakaan.

(2) Subbidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
KPA Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menerima dan menilai bahan perpustakaan;

d. melaksanakan promosi, publikasi dan sosialisasi perpustakaan dan
pengembangan minat baca;

e. melaksanakan layanan perpustakaan;

f. melaksanakan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan;

g. menyusun statistik layanan perpustakaan;

h. melaksanakan bimbingan pemustaka dan kemitraan terhadap para
pemangku kepentingan;

i. memberikan layanan perpustakaan;

j. melaksanakan layanan perpustakaan keliling;
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k. melaksanakan layanan paket bahan perpustakaan;

I. melaksanakan layanan informasi perpustakaan;

m. menyusun naskah/buku. Iiteratur sekunder dan kemas ulang informasi;

n. memberikan pembinaan, penilaian dan asistensi pelayanan dan koleksi
terhadap semua jenis perpustakaan dan taman bacaan;

o. melaksanakan seleksi dan verifikasi data bibliografi;

p. menyusun Iiteratur sekunder;

q. melaksanakan tukar-menukar koleksi dan menerima hibah bahan
perpustakaan;

r. menghimpun, menyeleksi, memverifikasi data bibliografi, mengadakani

mengolah, merawat dan melestarikan bahan perpustakaan;

s. melaksanakan alih media bahan perpustakaan;

t. memberikan pembinaan, penilaian dan asistensi pengelolaan koleksi
terhadap semua jenis perpustakaan dan taman bacaan; dan

u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Perpustakaan.

Paragraf 6

Subbidang Kearsipan

Pasal46

(1) Subbidang Kearsipan merupakan Satuan Kerja lini KPA Kabupaten dalam
pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan
kearsipan pada lingkup Kabupaten Administrasi.

(2) Subbidang Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbidang Kearsipan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
KPA Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
KPA Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya:

c. melaksanakan pengolahan, layanan dan konsultasi teknis kearsipan;

d. melaksanakan akuisisi arsip yang dinilai bersejarah dan penilaian arsip;

e. melakukan pembinaan dan asistensi, kearsipan SKPD/UKPD,
organisasi sosial dan politik dan masyarakat pada lingkup Kabupaten
Administrasi, kecuali arsip dinamis aktif;

f. melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan
SKPD/UKPD, organisasi sosial dan politik dan masyarakat pada
lingkup Kabupaten Administrasi;

g. melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip korban bencana alam;

h. melakukan peliputan dan wawancara sejarah pejabat dan tokoh
masyarakat;

i. melaksanakan penggalian/penelusuran dan penyusunan naskah
sumber;
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j. menerima, mengolah, menata, menyelamatkan dan mengamankan
arsip SKPD/UKPD, lembaga/organisasi pemerintah/swasta/masyarakat;

k. melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;

I. melaksanakan pembimbingan teknis kearsipan, asistensi dalam rangka
penilaian, pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip dari
SKPD/UKPD dan masyarakat; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kearsipan.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal47

(1) BPAD dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan
fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan
fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi BPAD.

(2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

(1) BPAD dapat mempunyai Jabatan Fungsional.

(2) KPA Kota/Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagai bag ian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPAD.

(3) Pejabat Fungsional BPAD melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural BPAD.

Pasal 49

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup BPAD
dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup KPA Kota/Kabupaten
yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kepala Kantor atau Kepala
Unit Pelaksana Teknis.

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketu3 Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala
Badan dari Pejabat yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional yang
berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada BPAD diatur
dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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BAB IV

TATA KERJA

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPAD wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
BPAD.

Pasal 51

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada BPAD dalam
melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang­
undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi,
sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 52

(1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbidang, Kepala Subbagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
pada BPAD wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pegawai pada BPAD wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan
atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbidang, Kepala Subbagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional,
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BPAD wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil
langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 54

(1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor,
Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional,
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada BPAD wajib
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
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Pasal 55

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap BPAD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 56

(1) Pegawai pada BPAD merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perunclang-undangan tentang
Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian BPAD mendapat pembinaan
dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organ'sasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 57

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi BPAD dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah.

Pasal 58

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPAD
merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 59

(1) Aset yang dipergunakan oleh BPAD sebagai pra,;arana dan sarana kerja
BPAD merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan keuangan negarafdaerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negarafdaerah.

Pasal60

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh BPAD dalam bentuk
pemberian hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada BPAD dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAS VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 61

(1) BPAD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester,
triwulan, bulanan danfatau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal62

Dalam rangka akuntabilitas BPAD mengembangkan sistem pengendalian
internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 63

Pengawasan terhadap BPAD dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas mem'3riksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal64

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja BPAD diatur/ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal65

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur
Nomor 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakal1a
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI ElAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
;1/" ,;~~'
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Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Nemer
Tanggal

243 TAHUN 2014
24 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KEPALA BADAN

I

SEKRETARIAT

I
I

SUBBAGIAN I~UBBAGIAN II SUBBAGIAN I II SUBBAGIAN I
UMUM KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN

DAN ANGGARAN

I I I
BIDANG

BIDANG
B1DANG Bl0ANG PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN KEARSIPAN
PEMBINAAN DAN

DAN SISTEM
PEMASYARAKATAN

INFORMASI

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIOANG SUBBIOANG
PENGEMBANGAN

PELAYANAN f- PELAYANAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
PERPUSTAKAAN ARSIP PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SUBBIDANG
sueBIDANG

SUBBIDANG SUBBIOANG SARANA
DEPOSIT AKUISISI PEMBINAAN ~ PERPUSTAKAAN

KEARSIPAN
DAN KEARSIPAN

SUBBIOANG SUBBIDANG SUBBIOANG '- SUBBIDANG
PENGOLAHAN PELESTARIAN EMASYARAKATA SISTEM

INFORMASI

KPAKOTA KPA KAB
ADMINISTRASI ADMINISTRASI

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA

]SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PELAYANAN KDLEKSI KEARSIPAN PERPUSTAKAA'" KEARSIPAN

PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN

KELOMPOK
SUBKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SURKEL:OMPQK

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

I I I • H=-_I I I II

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
I~\UKOTA JAKARTA,

/7//
BAS'JKI T. PURNAMA


